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WALIKOTA PALANGKA RAYA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR : TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MABA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021: 

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan 

Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2753), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286): 

. Undang-Undang Nomor t Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



10. 

11. 

12. 

13: 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057): 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575):



14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272), 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041): 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),



Dia 

28. 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 

02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 

02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4), 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka 

Raya Nomor 5): 

29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor 5): 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

Menetapkan 

dan 

WALIKOTA PALANGKA RAYA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : 

Laporan realisasi anggaran, 

Neraca, 

Laporan arus kas, 

Laporan operasional: 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih: 

Laporan perubahan ekuitas, dan 

u
m
p
 

Ap
 

up
 

Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan kinerja dan ikhtisar keuangan badan milik daerah/perusahaan 

daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a 

Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : 

  

a. Pendapatan -LRA Rp. 1.258.734.512.188,20 

b. Belanja Rp. 1.169.739.842.984,59 

c. Transfer Rp 245.000.000,00 

Surplus/ (Defisit) Rp. 

d. Pembiayaan: 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 156.015.983.538,05 

  

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.578.423.066.66 

Pembiayaan Netto Rp. 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SILPA) Rp. 

Pasal 3 

88.994 669.203,61 

145.137.560.471,39 

234.132.229.675.00 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 

berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan 

120.555.215.575,20 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pendapatan Rp. 1.138.179.296.613,00 

setelah perubahan 

2. Realisasi Rp. 1.258.734.512.188,20 

sejumlah Rp. 

Selisih lebih /(kurang) Rp. 120.555.215.575,20



b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (112.460.437.166,41) 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran belanja Rp. 1.282.200.280.151,00 

setelah perubahan 

2. Realisasi Rp. 1.169.739.842.984,59 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (112.460.437.166,41) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 

233.015.652.741,61 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Surplus/ defisit Rp. (144.020.983.538,00) 

setelah perubahan 

2. Realisasi Rp. 38.994.669.203,61 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 233.015.652.741,61 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,05 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran penerimaan Rp. 156.015.933.538,00 

pembiayaan setelah 

perubahan 

2. Realisasi Rp. 156.015.983.538,05 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,05 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp. (1.116.576.933,34) dengan rincian sebagai berikut : 

  

1. Anggaran pengeluaran Rp. 11.995.000.000,00 

pembiayaan setelah 

perubahan 

2. Realisasi Rp. 10.878.423.066.66 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. (1.116.576.933,34) 

I Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp. 1.116.576.933,39 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran Rp. 144.020.983.538,00 

pembiayaan netto 

setelah Perubahan



2. Realisasi Rp. 145.137.560.471,39 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.116.576.933,39 

  

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 

Tahun 2021 sebagai berikut : 

a. Jumlah aset Rp. 3.892.729.071.144,37 

b. Jumlah kewajiban Rp. 43.615.221.961,20 

c. Jumlah ekuitas Rp. 3.849.113.849.183,17 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut : 

a. Saldokasawal per 1 Januari 2021 Rp. 123.515.983.538,05 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 290.007.774.208,26 

Cc. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (210.508.105.004,65) 

d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. 31.116.576.933,34 

e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. (87.619.784.487,19) 

f. Saldo kas akhir di bendahara pengeluaran Rp. 0,00 

g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020 Rp. 234.132.229.675,00 

Pasal 6 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun 

Anggaran 2021 sebagai berikut : 

a. Pendapatan-LO Rp. 1.352.479.642.558,33 

b. Beban Rp. 1.146.957.817.001,52 

Surplus/ (Defisit) Rp. 205.521.825.556,81 

Pasal 7 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 

(1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut : 

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 123.515.983.538,05 

b. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp. 234.132.229.675,00 

(SILPA/SIKPA) 

Cc. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp. 0,00 

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 234.132.229.675,00



Pasal 8 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f 

per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut : 

a. Ekuitas awal Rp. 3.670.623.038.752,93 

b. Surplus/Defisit-LO Rp. 192.359.805.264,81 

c. Ekuitas akhir Rp. 3.849.113.849.183,17 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf 

g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas, 

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi: 

Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan, 

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan 

pembiayaan, 

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan 

beserta keluaran, 

Lampiran 1.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan daerah, 

Lampiran 1.6 : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan 

minimum: 

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 

c. Lampiran III : Laporan operasional, 

Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas,
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Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lampiran VIII 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

Lampiran XII 

Lampiran XIH 

Lampiran XIV 

Lampiran XV 

Lampiran XVI 

Lampiran XVII 

Lampiran XVIII 

Lampiran XIX 

Lampiran XX 

Neraca, 

Laporan arus kas, 

Catatan atas laporan keuangan: 

Daftar rekapitukasi piutang daerah, 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih, 

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana 

bergulir: 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah: 

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah, 

Daftar rekapitulasi aset tetap, 

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan: 

Daftar rekapitulasi aset lainnya, 

Daftar dana cadangan daerah, 

Daftar kewajiban jangka pendek, 

Daftar kewajiban jangka panjang, 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai 

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya, 

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah /Perusahaan Daerah. 

Pasal 11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri 

dari : 

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. 

b. 

Walikota menetapkan Peraturan 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD. 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. 
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI 
KALIMANTAN TENGAH : 06, 50/2022



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

. UMUM 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang 

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, 

DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam 

mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, 

tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ini memuat tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021. 

H. PASAL DEMI PASAL 

Pasall 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4



Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jeias. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal ii 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR :


